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ABSTRAK

Praktisi dalam dunia (profesi) kesehatan harus maju, karena kemajuan ilmu kesehatan yang terus berkembang dan adanya tuntutan masyarakat untuk menentukan derajat kesehatan, termasuk kualitas sumber daya manusia. Apalagi jika profesi ini dihadapkan pada norma-norma yang selalu menjadi rambu-rambu dalam menjalankan profesinya. Profesional kesehatan adalah mereka yang bekerja di bidang kesehatan dan telah menerima pendidikan dan pelatihan formal di bidang tertentu, suatu profesi yang berusaha untuk menyehatkan tubuh pasien atau setidak-tidaknya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penderitaan pasien. Tenaga kesehatan yang melakukan praktik ini harus memiliki perlindungan hukum pada tingkat tertentu, maka sangat penting bagi pasien, petugas penegak hukum, dan tenaga kesehatan dalam dunia perawatan kesehatan, seperti perawat, bidan, dan dokter, untuk memahami batasan hukum tentang apa yang dapat diterima. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan data sekunder untuk melakukan analisis yang lebih akademis tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional pelayanan medis yang telah ditetapkan.
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ABSTRACT

Practitioners in the world (profession) of health must progress, due to the progress of health science which continues to grow and there are demands from society to determine the degree of health, including the quality of human resources. Especially if this profession is faced with norms that have always been signs in carrying out their profession. Health professionals are those who work in the health sector and have received formal education and training in a particular field, a profession that seeks to nourish the patient's body or at least takes steps to reduce the patient's suffering. Health workers who practice this practice must have a certain level of legal protection, so it is very important for patients, law enforcement officers, and health workers in the health care world, such as nurses, midwives, and doctors, to understand the legal boundaries of what is acceptable. This study uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is used with secondary data to carry out a more academic analysis of legal protection for health workers. The conclusion of this study is that health workers receive legal protection as long as they carry out their duties of providing medical services in accordance with established professional standards and standard operating procedures for medical services.
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A. PENDAHULUAN 
Kesehatan adalah salah satu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu cita-cita bangsa yang harus diwujudkan sama dengan hak-hak yang lainnya, hak atas pelayanan kesehatan sering dianggap lebih. Oleh karena itu, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik merupakan suatu hal yang harus diperoleh setiap warga negara Indonesia.[footnoteRef:1] [1:  Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya, Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia. Volksgeist, Vol. 1, (No. 1), Juni 2018, halaman 11-12. ] 

Pemahaman masyarakat terhadap hukum telah berkembang sebagai akibat dari kemajuan ilmu kedokteran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tercapainya pembangunan nasional. Masyarakat semakin kritis terhadap layanan yang mereka terima, termasuk perawatan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di klinik, rumah sakit, praktik swasta, dan tingkat perawatan lainnya. Layanan kesehatan dan kompetensi profesional kesehatan berada di bawah pengawasan pemerintah. Masyarakat mengharapkan rumah sakit dapat menyediakan layanan kesehatan dengan kualitas terbaik, tetapi pemerintah belum dapat sepenuhnya melakukannya, karena masih ada kendala dalam pelaksanaannya, tidak semua rumah sakit dapat memenuhi persyaratan tenaga kesehatan yang berkualitas dan infrastruktur rumah sakit yang berkualitas tinggi, kecuali rumah sakit swasta yang berorientasi bisnis, yang saat ini dapat memberikan perawatan dengan kualitas terbaik.[footnoteRef:2] [2:  Nilawati Adam, dkk, Pelayanan Kesehatan Dari Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018, ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370, http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris, halaman 103.] 

Salah satu tujuan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga merupakan falsafah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Petugas kesehatan mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat menerima layanan kesehatan dengan kualitas terbaik sehingga penduduk sadar akan pentingnya menjalani gaya hidup sehat dan bersedia serta mampu melakukannya.[footnoteRef:3] [3:  Indra Yudha Koswara, Perlindungan Tenaga Kesehatan Dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 1, Juni 2018, P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193, halaman 2.] 

Perkembangan pemahaman masyarakat tentang norma hukum dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, termasuk pemahaman tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tenaga kesehatan, sebagian besar bergantung pada pendidikan. Perlindungan hukum, seperti peraturan hukum yang mengatur tentang kesehatan, merupakan masalah yang sulit dicapai. Kepastian perlindungan hukum sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk mendapatkan kepercayaan dari individu yang berkepentingan dengan industri kesehatan. Kepercayaan ini mendorong upaya peningkatan pemahaman dan kepatuhan hukum, khususnya bagi tenaga kesehatan.  Masyarakat diberikan perlindungan hukum agar dapat memanfaatkan segala hak hukum yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Perlindungan hukum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[footnoteRef:4] [4:  Ketut Lastini, dkk, Perlindungan Hukum Profesi Bidan Dalam Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis, Mimbar Keadilan, Vol. 13, (No. 2), Agustus 2020, halaman 134-135. ] 

Penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa akibat kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga kesehatan juga dapat bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya[footnoteRef:5]  sedangkan jika akibat dari kesengajaan terhadap tindakan medis tersebut terbukti maka tindak pidana denda dan tindak pidana penjara dapat dikenakan pada tenaga kesehatan.[footnoteRef:6]  [5:  Billy Imanuel Mingkid, Implikasi Yuridis Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Dalam Hal ini Tenaga Medis, Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020, halaman 50.]  [6:  Reynaldi Pesak, Pemberlakuan Ketentuan Pidana Denda Bagi Tenaga Kesehatan Atas Pelanggaran Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Lex Crimen Vol. VII/No. 6 /Ags/2018, halaman 136.  ] 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat diketahui bahwa seorang tenaga kesehatan pada saat memberikan tindakan medis kepada pasiennya, tidak tertutup kemungkinan melakukan kelalaian atau kesalahan yang berakibat jatuhnya hukuman pidana dan atau perdata bagi tenaga kesehatan yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan agar tidak terjadi tuntutan hukum atas tindakan medis yang telah diberikan kepada pasiennya. 



B. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan. Data sekunder dari studi literatur digunakan sebagai bagian dari metodologi penelitian yuridis normatif untuk penelitian ini. Jurnal dengan desain penelitian menggunakan metodologi normatif dan normatif empiris yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia antara tahun 2011 dan 2022 untuk memenuhi kriteria inklusi penelitian ini. Di antara jenis referensi utama yang digunakan adalah undang-undang dan peraturan, buku dan sumber lainnya. Publikasi ilmiah yang relevan dengan mata pelajaran yang dipelajari, selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Setelah dilakukan analisis kualitattif dari beberapa penelitian yuridis normatif yang pernah dilakukan sebelumnya tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maka dapat diketahui bahwa dalam upaya meningkatkan perkembangan kesehatan untuk kesejahteraan masayarakat, maka diperlukan peranan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau memiliki keterampilan melalui pendidikan dibilang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.[footnoteRef:7] [7:  Triana Devi Fatimah, Perkembangan dan Permasalahan Hak Kesetaraan Dalam Pelayanan Kesehatan di Masyarakat, Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada halaman 1-2,  https://doi.org/10.31219/osf.io/8mf6c.] 

Sumber daya yang penting, menurut Setyawan (2002), adalah tenaga kesehatan. Profesional kesehatan dapat menggunakan materi, keuangan, dan sumber daya manusia dalam tim kerja sebagai sumber daya strategis. Sumber daya fisik merupakan suatu cara untuk membantu pekerjaan agar tenaga kesehatan dapat melaksanakan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan seefektif mungkin. Tenaga kesehatan mendapatkan kepuasan kerja dalam kapasitasnya sebagai penyedia layanan kesehatan, klaim Soetjipto BW (2002). Identitas diri tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan diekspresikan melalui aspirasi dalam menyampaikan pendapat. Kepuasan kerja juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut : memiliki berbagai keahlian atau keterampilan; menentukan keberhasilan unit kerja; dan mandiri dalam memutuskan bagaimana menyelesaikan tugas dan menerima umpan balik atas apa yang telah dilakukan. Menurut peran utamanya, kepuasan kerja memiliki ciri berbagai pengetahuan atau kemampuan.[footnoteRef:8] [8:  Lestari Handayani, Peran Tenaga Kesehatan Sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan Puskesmas,  halaman 13, DOI: 10.22435/bpsk.v13i1 Jan.2752] 

Transaksi terapeutik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan awal dari hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien yang mendasari semua pelayanan kesehatan. Perjanjian terapeutik adalah kesepakatan atau pengaturan yang memungkinkan dokter untuk memilih pengobatan terbaik untuk pasien. Perjanjian terapeutik yang menggambarkan hubungan antara dokter dan pasien menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Harus ada langkah-langkah perlindungan hukum untuk hak dan tanggung jawab. Pasien rumah sakit harus diperlakukan sebagai subjek bukan hanya sebagai objek. Karena tingkat kepuasan pasien dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan yang diterima sementara tingkat ketidakpuasan pasien dapat dijadikan dasar untuk tindakan hukum, maka hak pasien harus ditegakkan.[footnoteRef:9] [9:  Wan Agusti, Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning, halaman 71.] 

Sepakat dalam perjanjian terapeutik ini merupakan persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak pasien setuju untuk diobati oleh dokter, dan dokterpun setuju untuk mengobati pasiennya. Agar kesepakatan ini sah menurut hukum, maka di dalam kesepakatan ini para pihak harus sadar (tidak ada kekhilafan) terhadap kesepakatan yang dibuat, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, dan tidak boleh ada penipuan didalamnya. Salah satu bentuk kesepakatan dari perjanjian terapeutik itu tertuang dalam Informed Consent atau yang juga dikenal dengan istilah “Persetujuan Tindakan Medik”.[footnoteRef:10] [10:  Achmad Busro, Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan, Law & Justice Journal, Vol 1, No 1, November 2018, halaman 6-7. ] 

Kurangnya pemahaman atau konsepsi yang bertentangan tentang hak dan kewajiban antara penyedia dan pengguna layanan kesehatan juga dapat menyebabkan masalah dalam interaksi terapeutik antara dokter dan pasien ketika ada klaim kelalaian medis. Kesalahan atau kelalaian petugas kesehatan dalam menerapkan pengetahuan mereka tentang peraturan, serta ketidaktahuan mereka tentang undang-undang kesehatan atau undang-undang dan peraturan lain yang mempengaruhi di bidang kesehatan, dapat mengakibatkan masalah hukum. Masyarakat semakin sadar akan hak-haknya saat ini, khususnya hak atas pelayanan kesehatan, yang secara otomatis menuntut adanya transparansi dalam pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara pasien dan dokter, pengaduan pasien, dan terapi atau pengobatan yang diberikan oleh dokter. kepada pasien mereka. Keterbukaan, transparansi, kualitas pelayanan, penerapan aturan, dan manajemen waktu merupakan aspek pelayanan kesehatan yang sangat fundamental yang sering dipertanyakan oleh masyarakat umum atau pasien. Jika kejadian yang tidak diinginkan terjadi, seperti penurunan tajam pada kesehatan pasien setelah perawatan diberikan, kelalaian medis atau kecelakaan klinis dapat dicurigai.[footnoteRef:11] [11:  Ukilah Supriyatin, Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 6 No. 2- September 2018, halaman 191.] 

Rumah sakit harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kesehatan tenaga kerja yang diduga melakukan kesalahan klinis atau malpraktik medik dalam memberikan pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan etika pelayanan akan sangat membantu semua pihak dalam menegakkan aturan hukum, maka salah satu cara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum adalah dengan menetapkan berbagai perangkat aturan, antara lain peraturan internal tenaga medis, standar prosedur operasional, dan berbagai pedoman pelayanan kesehatan, sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang medikolegal, serta penerapan etika profesi dan etika rumah sakit. Hubungan antara dokter dan pasien, yang mungkin termasuk komponen lain, adalah apa yang ditunjukkan dalam perjanjian terapeutik ini. Komponen tambahan ini dapat mencakup pekerja sosial, anggota staf rumah sakit yang secara individu atau kolektif dibatasi oleh standar tertentu, termasuk norma dan norma sosial lainnya, dan tenaga medis dari departemen perawatan dan non-perawatan. Jika ada masalah hukum, mencari solusi menjadi tugas bersama.[footnoteRef:12] [12:  Ibid, halaman 192. ] 

Sejalan dengan penelitian sebelumnya untuk dapat menjamin keselamatan pasien maka kompetensi, keterampilan dan pengetahuan dari tenaga kesehatan sangat berperan[footnoteRef:13] karena pekerjaan atau profesi dibidang kesehatan itu berhubungan dengan manusia dengan bisikan nurani dan panggilan jiwa untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan dengan berlandaskan moralitas. Prinsip kejujuran, keadilan dan empati, keikhlasan, kepeduliaan kepada sesama dalam rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang, dan ikut merasakan penderitaan orang lain yang kurang beruntung. Sehingga seorang tenaga kesehatan itu tidak diperkenankan egois, melainkan harus mengutamakan kepentingan orang lain, membantu mengobati orang sakit, dan memiliki intelektual, emosional dan kecerdasan spritual yang tinggi dan berimbang. Seorang tenaga kesehatan harus cerdas, selalu memperhatikan dan mematuhi hukum dan etika profesi karena pekerjaannya menyangkut keselamatan jiwa manusia dan memberi mereka akses ke banyak informasi rahasia pasien. Tingkat profesionalisme dengan demikian menjadi persyaratan yang ketat baginya untuk melakukan setiap pekerjaan.[footnoteRef:14]  [13:  Diah Arruum, dkk, Pengetahuan Tenaga Kesehatan Dalam Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Sumatera Utara, Idea Nursing Journal Vol. VI No. 2 2015 ISSN : 2087-2879 halaman 2. ]  [14:  Syaiful Bakhri, Hukum Kesehatan Pertautan Norma Hukum Dan Etika 1, halaman 14, https://fkm.umj.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/Materi-Pertautan-Norma-Hukum-Etika.pdf] 

Pengetahuan merupakan aset penting yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan karena akan memungkinkan mereka untuk melakukan tugas dan komitmennya secara profesional. Sumpah profesi yang telah diucapkan pada hakekatnya merupakan komitmen kepada publik yang dilakukan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dengan ketentuan bahwa janji harus ditepati guna menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan Sang Pencipta.[footnoteRef:15] [15:  Andi Baji Sulolipu, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan, Jurnal Projudice : Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba Vol. 1 No. 1, Oktober 2019, halaman 79.] 

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sangat penting sebagai salah satu bentuk kepastian hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, karena tidak semuanya akan berjalan sesuai rencana dan mungkin suatu saat akan timbul masalah. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan dapat dilihat pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 23 UU Kesehatan menyebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus memiliki izin dari pemerintah dan Pasal 24 undang-undang ini juga menjelaskan bahwa tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memenuhi standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur. operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga kesehatan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah berupa perlindungan hukum represif dan preventif. Perlindungan hukum represif, yaitu sebagai sarana perlindungan hukum yang menghasilkan penyelesaian sengketa, berbeda dengan perlindungan hukum preventif, khususnya sebagai sarana pencegahan sengketa dengan menyusun aturan-aturan kesehatan. Jika tenaga kesehatan melakukan malpraktik, pemerintah memberikan perlindungan hukum represif berupa permohonan pengajuan melalui pengadilan umum.[footnoteRef:16] [16:  Widi Ardian Santoso, Etik Dan Hukum Profesi Perawat Dalam Pelaksanaan Praktik Keperawatan, halaman 6-7, https://doi.org/10.31219/osf.io/g7rxt] 

Penyelesaian sengketa di pengadilan juga dapat dilakukan dalam hal tindakan hukum represif, khususnya gugatan yang diajukan melalui peradilan umum, sesuai dengan sila ke-4 dan ke-5 Pancasila. Uraian sila-sila Pancasila tentang butir-butir Pancasila yang tersusun dari 45 sila sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No. I/MPR/2003, menunjukkan bagaimana tenaga kesehatan mendapat perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa kedokteran.[footnoteRef:17] [17:  Andi Baji Sulolipu, Op.Cit, halaman 80.] 

Saat ini jika terjadi konflik antara penyedia jasa layanan medis dan penerimanya, banyak dipilih penyelesaian melalui jalur hukum sebab hukum memiliki konsep yang jelas, instrumen yang memadai serta memiliki kekuatan guna melaksanakan keputusannya. Hanya saja penyelesaian konflik atau sengketa medis melalui jalur hukum sangat birokratik, membutuhkan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit pula. Bentuk penyelesaiannya pun sangat kaku dan kadang dapat menyakitkan salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hendaknya jalur hukum dipikirkan sebagai pilihan terakhir setelah upaya lain yang telah dilakukan tidak memberikan keputusan yang memuaskan.[footnoteRef:18] [18:  Setyo Trisnadi, Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1 Januari - April 2017, halaman 26.  ] 

Jika kita kembali ke awal perjanjian terapeutik, yang didasarkan pada hubungan saling percaya antara tenaga medis, dalam hal ini dokter dan pasiennya, kita dapat melihat bahwa dalam hal terjadi perselisihan medis, penyelesaian melalui pengadilan atau jalur hukum umumnya bukan pilihan bijak. Namun dalam praktiknya, tidak demikian karena pengadilan seringkali memutuskan bagaimana menangani konflik hukum antara pasien dan dokter. Reaksi atau tuntutan hukum datang dari kalangan medis sebagai akibat dari banyaknya pasien yang memilih sistem hukum untuk menyelesaikan sengketa hukum. Mereka percaya bahwa ada terlalu banyak campur tangan hukum terhadap hak otonomi komunitas medis. Dalam kaitan ini, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas adalah pengembangan pengadilan profesional, yang hakimnya terdiri dari anggota komunitas medis, mengakhiri klaim bahwa hakim pengadilan biasa tidak memiliki pengetahuan medis. Dengan demikian, sengketa medis dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.[footnoteRef:19] [19:  Rossi Suparman, Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Sengketa Medis, Syiar Hukum Jurnal   Hukum, Volume 17 Nomor 2, halaman 209. ] 

Jika seseorang telah memenuhi empat syarat perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat karena perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diakibatkannya, seseorang dapat menggugat orang yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata, barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya[footnoteRef:20] [20:  Billy Imanuel Mingkid, Implikasi Yuridis Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Dalam Hal ini Tenaga Medis, Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020, halaman 55.  ] 

Persyaratan KUHP untuk Pasal 359 tentang kelalaian dan Pasal 360 (1)  tentang kesalahan atau kealpaan harus diikuti ketika menentukan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam kasus pidana. Dalam hal ini pertanggungjawaban hukum bagi dokter ditentukan oleh hukum pidana. Apakah tindakan yang dilakukan itu suatu kekhilafan atau kesengajaan yang mengarah pada tindak pidana, maka tata cara untuk menunjukkan adanya kecerobohan, kekeliruan, atau kesengajaan yang dilakukan oleh seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara tepat.[footnoteRef:21] [21:  Ulil Kholili, Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol.1, No.2, Mei 2011, halaman 63.] 

Rekam medis pasien dianggap sebagai bukti dokumenter menurut KUHAP, yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan. Terbukti dari catatan medis atau dokumentasi bahwa para profesional kesehatan gagal melakukan tugas mereka dengan baik karena kelalaian atau sengaja. Oleh karena itu, seorang tenaga kesehatan harus selalu mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh asosiasi profesi saat menegakkan diagnosa (membuat rekam medis) agar tidak terjadi kesalahan. Karena catatan medis adalah sumber utama bukti tertulis yang sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa hukum, disiplin dan etika.[footnoteRef:22] [22: Ibid, halaman 71.] 

Terlepas dari apakah ada keadaan darurat atau tidak, izin informasi atau pernyataan persetujuan untuk intervensi medis, selain rekam medis, merupakan bukti tertulis utama. Dalam keadaan darurat, informed consent juga merupakan hal yang sangat penting, meskipun mendapat pengakuan prioritas yang lebih rendah karena menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama. Meskipun sangat penting, informed consent tidak boleh menghalangi pemberian perawatan darurat karena, dalam situasi hidup atau mati, dokter tidak memiliki waktu untuk menjelaskan secara menyeluruh gejala, kebutuhan, dan pilihan pasien sebelum membuat keputusan, termasuk dokter terdesak waktu karena menunggu keluarga pasien tiba. Menurut doktrin imperatif, dokter tetap wajib melakukan tindakan medis meskipun keluarga pasien hadir dan kemudian menolaknya.[footnoteRef:23] [23:  Achmad Busro, Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan, Law & Justice Journal, Vol 1, No 1, November 2018, halaman 13. ] 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Pengesahan Tindakan Medis, otorisasi tindakan medis tidak diperlukan bila untuk menyelamatkan nyawa pasien atau menghindari kecacatan. Kelalaian medis dapat terjadi akibat kurangnya persetujuan, terutama ketika cedera atau intervensi dilakukan pada tubuh pasien. Menurut undang-undang atau hukum di berbagai negara, kegagalan adalah akibat dari kegagalan memberikan persetujuan. Namun, ada situasi khusus di mana kurangnya izin yang diinformasikan sama dengan tindakan yang bertujuan, membuat tingkat kesalahan dokter yang melakukan tindakan ini menjadi lebih tinggi. Pasien yang sebelumnya keberatan dengan tindakan dokter tetapi masih mengizinkannya untuk melanjutkan, dengan sengaja membuat pernyataan yang salah tentang risiko dan efek dari tindakan dan prosedur medis, dengan sengaja menyembunyikan risiko dan efek tersebut, dan memberikan izin untuk prosedur medis yang berbeda secara signifikan dari prosedur yang sebenarnya. merupakan contoh tindakan malpraktek dokter yang dianggap disengaja.[footnoteRef:24] [24: Ibid, halaman 14. ] 

Setiap tindakan medis yang diterima pasien pasti memiliki bahaya atau efek samping yang tidak terduga, oleh karena itu peran informed consent dalam menjaga tenaga medis menjadi sangat penting. Karena informed consent memberikan bukti bahwa profesional atau tenaga kesehatan telah memberi tahu pasien tentang keuntungan dan bahaya dari setiap intervensi medis yang diambil, dengan harapkan bahwa informed consent akan melindungi profesional kesehatan dari keluhan pasien.[footnoteRef:25] [25:  Wahyudi, Dhita Annisa, Analisis Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Res Nullius,  Vol. 2 No. 1 Januari 2020  ISSN 2656-7261, halaman 71.] 

Pasal 50 huruf a UU Praktik Kedokteran mengatur perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter dan dokter gigi. Disebutkan bahwa dokter dan dokter gigi dilindungi undang-undang sepanjang menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Di dalam penjelasan Pasal 50 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Standar profesi” adalah persyaratan minimal kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional) yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk secara mandiri menjalankan kegiatan profesionalnya di masyarakat dan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
Sedangkan "prosedur operasi standar" mengacu pada serangkaian instruksi atau tindakan yang digunakan untuk memenuhi proses kerja umum tertentu. Prosedur operasi standar (SOP) menguraikan tindakan yang tepat dan paling efektif berdasarkan konteks umum untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi layanan yang dibuat oleh institusi kesehatan sesuai dengan praktik terbaik.[footnoteRef:26] [26:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.] 

Dari segi standar operasional, dapat dikatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran harus memenuhi sejumlah ketentuan UUPK guna menghindari ancaman pidana. Salah satu ketentuan tersebut berkaitan dengan rekam medis dan dituangkan dalam Pasal 46 ayat (1), khusus kewajiban menyimpan rekam medis dalam rangka pencegahan ancaman pidana dalam Pasal 79 huruf b.[footnoteRef:27] [27:  Anny Retnowati, Politik Hukum Dalam Menata Rekam Medis Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Dokter dan Pasien, Yustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013, halaman 152.] 

Risiko pasien dan kelalaian (kelalaian yang dapat dimintai pertanggung jawaban dokter) berbeda, menurut J. Guwandi. Pasien mengalami 3 (tiga) macam bahaya, antara lain : salah penilaian, risiko pengobatan, dan kecelakaan (aidedent, miskap, dan misadventure) (salah penilaian). Dan boleh dikatakan bahwa 80 % sengketa hukum medik berpusat pada evaluasi dan penilaian, sehingga jika terjadi keterlambatan dokter dapat dimintai pertanggung jawaban, jika pasien harus menanggung sendiri resikonya. Menurut undang-undang kedokteran, tindakan dokter harus sesuai dengan standar medis, artinya ia harus beroperasi dengan cermat, tidak sembarangan, sesuai dengan praktik yang berlaku, dan hanya setelah mendapat persetujuan dari pasien.[footnoteRef:28]  [28:  Marius Widjajarta, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Tahun 2011, halaman 73.] 

Tenaga kesehatan yang dalam konteks ini hanya merujuk pada tenaga medis (seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan apoteker), merupakan komponen strategis dalam upaya penyediaan, pemeliharaan, dan pemulihan kesehatan. Tenaga kesehatan telah dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, sebagai upaya penegakan supremasi hukum bagi kemaslahatan masyarakat.[footnoteRef:29]  [29: Ibid, halaman 78.
] 


D. KESIMPULAN
Seorang petugas kesehatan harus memiliki kecerdasan dan pendidikan karena kualitas ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan tugas dan komitmen mereka kepada pasien secara efektif. Sumpah profesi yang diucapkan pada hakekatnya merupakan pernyataan yang diucapkan kepada publik atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Seorang tenaga kesehatan juga harus selalu mematuhi ketentuan hukum dan etika profesi karena pekerjaannya menyangkut keselamatan jiwa manusia dan memberi mereka akses ke banyak informasi rahasia pasien.
Sebagai tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya tidak semuanya berjalan seperti yang diharapkan, mungkin suatu saat akan timbul masalah, oleh karena itu sangat diperlukan adanya perlindungan hukum sebagai bentuk kepastian hukum bagi kesehatan tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya. Perlindungan hukum terhadap kesehatan tenaga kerja telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
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